PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016
© TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Menimbang

" KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TU_HAN_YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Kep{)_li_sian Negara Republik Indonesia telah
meiaksanakéﬁ p_embé_ri_aﬁ tunjangan kinerja bagi pegawai
negeri pada Kepolisién Negara Republik Indonesia,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi
Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang merupakan amanat dari Peraturan
Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia; '

bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan
terhadap organisasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian

Tunjangan ...




Mengingat

Menetapkan
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Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian
Negara Repubilik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud clala_m'hﬁr_t;f a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Kei}_a_.l.a '-K_epolisian Negara Republik Indonesia

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian

- Negara  Republik -Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi

Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

-Indonesia; -

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4168);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian
Negara Repubiik Indonesia {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 178);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian
’I‘uﬁjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAG! PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 ...




L _ Pasaii
e Beberapa ketentuan daiam Peraturan Kepala Kepolisian
'Negara Republik Indonesm Nomor 13 Tahun 2015 tentang

-'i‘ata Cara Pembenan Tun_]angan Kinerja bagi Pegawai

cidi ngkungan Kep011s1an Negara Republik Indonesia (Berita
o Negare Republik Inciones:a Tahun 2015 Nomor 1208), diubah
' _sebagal benkut

R S Ketentuan Pasai 3 ayat {4} diubah, sehingga Pasal 3
~ " berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 3
‘(1) ‘Besaran indeks tunjangan kinerja diberikan
berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan
pangkat/golongan, eselon / nivellering dan jabatan.

(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

_ditet'apkan-'paling tinggi 18 {(delapan belas) dan
paling rendah 1 (satu).

"(3) Eseclon/nivellering jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) digunakan sebagai pedoman dalam

pembinaan karier di lingkungan Polri.

{4) Besaran indeks tunjangan kinerja dan penerima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 74, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal TA
Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai
di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat dilakukan pengurangan dan penambahan.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu (satu)
pasal, yakni Pasal 10A, schingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 10A ...
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L Pasal 10A e
Sy Penambahan tunjangan kinerja dilakukan dengan
7. persyaratan: -
a. - nilai. kinerja pegawai di-lingkungan Kepolisian . -
Ncgara Republik Indonesia sangat (amat) baik;
~dan/atau
b. pegawai di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia pada satuan kerja yang :
mendapat predikat wilayah birckrasi bersih
melayani berdasarkan hasil penilaian dari
-Kementerian yang  membidangi urusan
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
" (2) Penambahan tunjangan  kinerja  sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggl sama
dengan tunjangan kinerja satu tingkat di atas
keiasnya dengan tunjangan kinerja yang diterima.

(3} Dalam hal pegawai di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan
penyesuaian terhadap besaran tunjangan kinerja.

{4) Besaran penambahan dan penerima tunjangan
kinerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlakn pada tanggal

diundangkan.

Agar ...




'pe:.)_.gurgdang_ém 'I':’era'tiir_an Kapolri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
" Ditetapkan di Jakarta
‘pada tanggal 1 November 2016

KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Tid.
M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUELIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO ERKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1656

Agar 'sgtié.p Qra_ri;g '_niehgetahuinya, ‘memerintahkan _.: S







